ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KOTAMADYA SURABAYA SELAMA PELITA V by YENI ARSIYANTI, 049213884
ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK 

PENGHASILANDI KOT AMADYA SUR.(L\BAY A 

SELhMA PELIT A V 

TAHUN 1989 / 1990 - 1993/ 1994 

SKRIPSI 

DIAJUKAN UNruE MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN 

DALAM MEMPEROLEH GELAR SAIUANA EKONOMJ 

JUaUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN 

l<\C. 
0; 031-l9r 
;irs 
~ 
.r***'. *'" - ..."..... ~"~...""---- ----..--~~ 
1 tv1 1 L J ~.~ 
PEy, ,. oS i ~.... ~ ,AI\ \00: , 
\ ~ . ~ ...' .-" l t', 't ,.& ~ dO At." 'I -\;N:Y l, • -.' 
L.. < ,.~~••~.._', - .­
DIAJUKAN OLEH : 
YENI ARSIYANTI 

No.Pokok. : 049213884 
KEPADA 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

1997 

l 
SKRlPSI 
ANALISIS PERBANDINGAN 
PENERllvtl\.AN P AJ~~ PENGHASlLAN 
DIKOT.L~1i\DYi\ SURlV3AYA SELAMAPELITA V 
rrAHlJN 1989/1990 ­ 1993/1994 
DIAJl1KAN ()LEH : 
! 
YENI ARSIYANTI 
No. Pokok : 049213884 
TELAH DISETUJUI DAN DITERHvIA DENGAN BAlK OLEH : 
OSEN PE1vIBHvIBING, 
Drs. EC. R. DJ_. __.ARDJAELANI 9 - 6 - 1997TANGGAL, ....................... . 
KETlJA JURUSi-\N, 
Drs EC SOEKARNOTQ 
ABSTPj\KSI 
Menurunnya harga minyak bumi di pasaran dunia 
menyebabkan penerimaan negara juga menurun, 5ehingga 
kemampuan pemerintah di dalam membiayai pembangunan 
juga menjadi berkurang. Agar dapa,t terus melaksanaka~J 
pembangunan na3ional maka pemerlntah l1arus mencarl 
5umber alternatif baru untuk dapat meningkatkan 
penerimaannya. Pajak merupakan alternatif terbaik. 
pajak penghasilan merupakan salah satu pajak pusat 
yang sangat potensial untuk menunj ang penerimaan 
nagara. Dengan sistem pajak yang self assesment 
pemerintah harus memberi kan kemuclahan- kemudahan kepada 
wajib paj ak di dalam pembayarannya a9a1" tidak timbul 
keinginan untuk tidak rnembayar. Kernudahan itu 
diantaranya yai tu pembayaran dilakukan pada tempat di 
mana wajib p~jak berkedudukan 5ehiogga tidak 
menyulitkan. Misalnya masalah transportasi karena 
jauhnya tempat pembayaran pajak dari tempat tingg 
oi surabaya terbagi menj adi empat wilayah Kantor 
Pelayanan Paj ak yai tu Surabaya. Barat, Surabaya Timur, 
surabaya Selatan dan Surabaya utara. Tiap-tiap Kantor 
Pelayanan Pajak membawahi beberapa kecamatan. Kantor 
pelayanan P ak Surabaya Barat memba'w"ahi 5 Kecamatan. 
Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Timur membawahi 9 
kecamatan. Kantor Pelayanan pajak surabaya Selatan 
membawahi 9 kecamatan. Kantor Pelayanan Paj ak Surabaya 
utara rnernbawahi 4 kecamatan. Pene an ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah perbedaan re sasi penerimaan 
pajak peng Ian di masing-masing Kantor pelayanan 
secara kebetulan atau bena1"'-benar berrna kna. Dalam 
penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah 
analisis varians di mana keempat kantor pelayanan pajak 
di atas merupakan variabel bebas. 
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini 
adalah 111Ma ada perbedaan yang bermakna antara 
£eali5 penerimaan pajak di Kantor pelayanan pajak 
Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, 
surabaya utara dengan probabi kesalahan kurang 
dari 5%. Penyebab terjadinya perbedaan tersebut 
diantaranya adalah jumlah wajib ak, jenis penerimaan 
pajak penghasilandan restitusi ak peng11asilan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Keberadaan pemerintah merupakan perwujudan dari legi­
timasi kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur kehidupan 
berbangsa dan bernegara dalam batas-batas yang dimungkinkan 
oleh konstitusi. 
Pemerintah dalam hal ini, hendaknya mewujudkan kese­
jahteraan baik jasmani maupun rohani bagi warga negaranya 
yang mencakup kepen t i ngan perseorangan, go 1ongan, sesama 
warga negara dan antara warga negara dan pemerintah, se­
dangkan untuk 
"Terciptanya kesejahteraan umum dan mencerdaskan ke 
hidupan bangsa, berarti adanya keinginan 
terciptanya suatu pemerintahan yang mana 
pemerintahannya mampu menyusun dan membangun suatu 
masyarakat yang sejahtera baik material maupun 
spiritual".1 
Seperti halnya pemerintah Indonesia yang mempunyai 
tujuan nasional seperti yang termaksud dalam pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yai tu mel indungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, serta memajukan kesejahtera~n umum, mencerdaskan 
keh i dupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
R. Djamal Hoesen Koesoemaadmadja, Pengantar Ilmu 
Hukum Pajak, PT Eresco, Handung, 1984, halaman 9. 
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